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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Desa
Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan judul “Analisis Hukum
Islam Terhadap Ketentuan Dan Pelaksanaan Sewa-Menyewa Tanah Milik Perhutani
di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Masalah yang diteliti
dalam skripsi ini adalah Bagaimana ketentuan sewa menyewa tanah milik Perhutani
di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban? bagaimana pelaksanaan
sewa menyewa tanah milik Perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding
Kabupaten Tuban? dan Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap ketentuan dan
pelaksanaan sewa-menyewa tanah milik Perhutani di Desa Kowang Kecamatan
Semanding Kabupaten Tuban?

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, penyebaran
angket dan wawancara (inferview) sccara langsung untuk memperdalam data, serta
dokumenter dari lokasi penelitian di lingkungan masyarakat di Desa Kowang
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban . Adapun pola pikir yang digunakan adalah
logika deduktif yaitu menganalisis data yang diambil dari ketentuan hukum Islam
tentang praktek sewa menyewa yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu
kesimpulan untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang ketentuan dan
pelaksanaa sewa menyewa tanah milik Perhutani di Desa Kowang Keccamatan
Semanding Kabupaten Tuban. :

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketenl uan sewa-menyewa tanah milik
Perhutani ini sebagai berikut, Tanah yang dikuasai oleh negara dapat dimanfaatkan
dan dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Pihak
Perhutani sebagai pejabat yang berwenang atas pengolahan atau perjanjian sewa-
menyewa tanah yang asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-
undang. Jika ada perjanjian pengolahan tanah dan sewa-menyewa tanah tersebut
dapat membayar sewa diawal perjanjian yang disebutkan. Perjanjian sewa tanah
serta pemanfaatanya diawasi oleh pihak yang berwenang. Jangka waktu
pemanfaatan pengolahan tanah dilakukan sclama perjanjian dan dapat perpanjang
jika batas waktu dalam perjanjian awal telah habis. Kisaran harga sewa ditentukan
oleh pihak yang berwenang. Dan pelaksanaan sewa menyewa Perhutani sebagai
pemilik tanah hanya menyewakan tanah dengan biaya dimuka seclama setahun, akan
tetapi pihak Perhutani selain mengenakan biaya sewa Rp. 4.000.000 pertahun
dengan luas 4x5 m persegi, akan tetapi Perhutani juga mengambil hasil dari
penjualan batu tersebut dengan pembagian Rp. 5.000 per 1.000 batu yang terjual.

Sewa-menyewa tersebut tidak boleh menurut hukum Islam, pertama adanya
syaral dalam akad yaitu pembagian hasil setelah adanya pembayaran sewa maka
akad ini menjadi rusak. Kedua, objek yang disewakan mengandung unsur kesamaran,
yang tidak dapat diketahui berapa lama objck tersebut dapat dimanfaatkan. Sewa-
menyewa ini juga menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain
dirugikan.

v
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar
selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi
kandungan-kandungan yang terdiri atas akidah, syariah dan ahlak yang
bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut
diantaranya adalah syariah. Syariah merupakan segala apa yang telah digariskan
atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup
hamba-hambaNya, berarti mengatur aspek kehidupan manusia baik berupa aspek
ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah

SWT dalam QS An Nahl| ayat 89 yang berbunyi :

Artinya: “dan kami turunkan kepadamu/ al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan
segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-
orang yang berserah diri”

Dalam firman Allah di atas, bahwa aspek ekonomi salah satu yang diatur
oleh syari’at Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Kontruksi

ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar

'Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemabannya (Bandung: Syigma, 2007), 415



ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam seperti moral kcadilgﬁ, dibatasi
oleh syari’at Islam dan Fikih.?

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah muamalah
(hukum tentang harta benda). Kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup
muamalah diantaranya adalah tolong menolong, merupakan hal yang sangat
diperlukan dalam kehidupan masyarakat, untuk menunjang hidupnya. Oleh
karena itu Islam menganjurkan agar umatnya saling tolong menolong,

sebagaimana discbutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2

de
ol ST Je 158505 ¥y ¢s5adlly T Je 1593053
Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (imengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan (olong-menolong dalam berbual dosa dan
pelanggaran...””

Dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk
menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat
dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan kcharmonisan antara sesama
dibutuhkan adanya kerclaan dalam bermuamalah. Dalam Konsep Islam
muamalah merupakan cerminan nilai di bidang muamalat, hukum muamalat

bersumber dari al-Quran, sunnah Rasul dan ra’yu atau ijtihad.* sebagaimana di

jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

*Ghufron A. Mas’adi, Fikih Muamalah Kontektval (Jakarta: Rajawali, 2002).6

‘Departemen Agama, Tbid, 156

‘Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Peganjian Islam)
(Yogyakarta: UII Press, 2000), 13
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu’...”

Dalam Islam diterapkan sistem ckonomi yang berbeda, islam memiliki
akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran
dan maqashid Asy-syari’ah (Setrategi). Di Indonesia untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan sebagai
kerjasama antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai
keahlian usaha dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling
mengu tungkan. Seperti yang terjadi sckarang antara pihak pemilik modal berupa
tanah yang di sewakan dan pihak yang mempunyai keahlian yang menyewa
tanah tersebut. Qengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka
praktek sewa-menyewa berancka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya
seperti yang terjadi di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ,
dimana pihak Perum Perhutani memanfaatkan tanah milik Negara untuk di
sewakan kepada masyarakat. Dalam pasal 33 yat 3 undang-undang dasar 1945 di
jelaskan bahwa:s

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.

5 Departemen Agama, /bid. 298



Dalam pasal ini menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh
negara dan di pergunakan untuk kemakmuran rakyatnya, schingga dapat
disimpulkan monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan
pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukum ada pada
Negara yang diwewenangkan kepada perusahaan milik Negara untuk
mengelolanya. Tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam
bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan
pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas
masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, anlam persoalannya
ketika masyarakat menyewa lahan tanah sampai selesai perjanjian sewa
menyewanya, salah satu kendala yang dihadapi sebagian penyewa tanah, adalah
tidak adanya keadilan serta adanya syarat dalam hal sewa menyewa lahan yang
di kelola oleh pihak Perhutani. Perum Perhutani sebagai pemilik lahan tanah
meminta sejumlah uang yang di bayar dimuka scbagai biaya sewa atas tanah
yang digarap oleh masyarakat dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh
kedua belah pihak, dengan biaya sewa Rp. 4.000.000/tahun, dari biaya sewa yang
di kenakan pihak Perhutani juga meminta bagian dari penjualan hasil tambang
penggarapan lahan yang berupa batu kumbung atau batu bata putih, dengan
bagian Rp. 5.000/1000 buah batu kumbung yang terjual. Hal ini telah dijalani

selama bertahun-tahun. Meskipun dalam praktek sewa menyewa tersebut

6 Pepafsiran MK tentang passl 33ayat 3"
Hitp./'www.mahkamahkonstituss.go.id. diakses 23 Desember 2010



menguntungkan salah satu pihak yakni Perhutani sebagai pemilik lahan. Para
penyewa lahan tetap melakukan kerjasama sewa menyewa lahan tanah garapan
tersebut untuk digarap. Dalam persoalan lain tanah yang disewakan kepada
masyarakat untuk di garap biasanya ditentukan dalam jangka waktu setahun,
akan tetapi sebelum jatuh tempo perjanjian berakhir tanah yang digarap tersebut
sudah tidak dapat di garap lagi atau tidak dapat menghasilkan batu kumbung
kualitas yang baik, séhingga para penyewa tanah terscbut harus mengakhiri
penggarapan tanah sebelum perjanjian sewa berakhir pada waktu yang telah
ditentukan. Menurut penggarap tanah yang penting bisa mengambil keuntungan
pada saat penjualan hasil lahan yang digarap.

Dalam hal ini yang akan diteliti oleh penyusun terkait ketentuan dan
pelaksaaan sewa pada lahan tanah milik Perhutani diatas, menurut hukum Islam
apakah diperbolehkan dan sesuai dengan syari’at yang telah ada baik didalam Al-

Qur’an maupun Al-Sunnah atau tidak?

. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah
maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :
1. Bagaimana ketentuan sewa menyewa tanah milik Perhutani di Desa Kowang

Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ?



2. Bagaimana pclaksanaan sewa menyewa tanah milik Perhutani di Desa
Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban?

3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan sewa
menyewa tanah milik Perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding

Kabupaten Tuban?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk
mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan ditcliti dengan penclitian
sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain scbelumnya sehingga diharapkan
tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Judul skripsi yang membahas tentang masalah sewa menyewa tanah
adalah, oleh Titik Khurrotin, Tahun 2008, dengan judul “Mekanisme sewa-
menyewa “Tanah Gusuran” dalam prespektif hukum islam (studi kasus di Desa
Bagobadadan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)”.” Karya ini
membahas bagaimana mekanisne sewa-menyewa tanah gusuran di Desa
Bagobadadan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, yang kedua
bagaimana prespektif hukum Islam terhadap mekanisme sewa-menyewa tanah

gusuran di Desa Bagobadadan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten

Lamongan.

7 Titik Khurrotin “ Mekanisme Sewa Menyewa “Tanah Gusuran” dalam Prespektif Hukum
Islam(Studi Kasus di Desa Bsgobadsdan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)®
Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya fakultas syariah. 2008.



Perbedaannya dengan skripsi diatas adalah membahas tentang ketentuan
dan pelaksanaan sewa menyewa tanah milik Perhutani di Desa Kowang
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Dimana ketika mulai perjanjian sewa,
penggarapan dan pada penjualan hasil pertambangan dari sewa tanah tersebut,
salah satu kendala yang dihadapi sebagian penggarap tanah adalah adanya syarat
yang di berikan pihak Perhutani setelah terjadinya akad sewa tesebut, pihak
Perhutani menerapkan sistem sewa tanah di dalam perjanjian diawal, akan tetapi
pihak Perhutani juga menggunakan sistem bagi hasil ketika sewa telah di

laksanakan.

. Tujuan Penelitian
Penulis mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan tujuan

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan sistem sewa menyewa tanah milik Perhutani di
Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

2. Untul; mengetahui pelaksaan sistem sewa menyewa tanah milik Perhutani di
Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

3. Untuk mengetahui ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah milik
Perhutani di Desa Kowang kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

menurut hukum Islam.



E. Kegunaan Penclitian
Dari perumusan masalah diatas, penclitian ini diharapkan mempunyai
nilai tambah dan manfaat baik penulis maupun pembaca antara lain :
1. Secara Teoritis
a. Sebagai bahan pertimbangan bagi studi-studi selanjutnya, khususnya bagi
mahasiswa Fakultas Syari‘ah, Jurusan Muamalah maupun bagi para
pengkaji ilmu ekonomi Islam lainnya.

b. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta memberikan penjelasan kepada pelaku
sewa menyewa tanah untuk diterapkan malalui prosedur yang benar.

2. Secara Praktis
Scbagai pijakan bagi orang-orang awam atau pelaku praktek sewa
menyewa tanah untuk menggunakan cara-cara yang benar sesuai dengan
ketentuan serta lebih mengedepankan aspek sosial.
3. Disamping berguna untuk menambah wawasan keilmuan juga sebagai-
referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait

dengan penelitian ini.

F. Definisi Operasional
Untuk mempermudah gambaran yang jelan dan kongkrit tentang
permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan

penjelasan makna yang ditimbulkannya. Definisi kata-kata tersebut adalah :



1. Analisis Hukum Islam

2. Sewa menyewa tanah

milik Perhutani

G. Metode Penelitian

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan dan sebagainya) untuk memenuhi
keadaan yang sebenarnya (sebab musabab duduk
perkara yang sebenarnya)dengan menggunakan
aturan-aturan dan ketentuan hukum yang terkait
dengan hukum muamalah yang bersumber dari Al-
Qur’an, Al-Hadis serta Ijtihad ulama’ (pendapat
ulama’ figh) yang bisa di jadikan sebagai rujukan
dalam setiap permasalahan yang di bahas.?
Perjanjian atau kesepakatan sewa menyewa tanah
antara penyewa (masyarakat) dengan pihak
Perhutani sebagai pemilik tanah  dengan

kesepakatan bersama

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu perlu dijelaskan:

1.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kowang Kecamatan Semanding

Kabupaten Tuban.

Data Yang Dihimpun.

Data yang dihimpun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

¢ Fathurrahman Djamil. Filsafat Hukum Islam, (Jakaria: Logos Wacana ilmu, 1997).11
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a. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya sewa tanah milik Perhutani
di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

b. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi Sewa Menyewa tersebut.

¢. Dala tentang proses sewa menyewa.

3. Sumber Data
Sumber data, yaitu sumber dari mana data akan digali. Dalam
penelitian ini diperoleh melalui responden dan imforman. Responden yaitu

orang yang terlibat langsung dalam praktek scwa tanah milik Perhutani di

Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Yang menjadi

sumber data dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber data utama yaitu scjumlah responden yang terdiri atas pemilik
lahan tanah yaitu pihak Perhutani dan penyewa tanah yang mengadakan
perikatan atau perjanjian sewa menyewa. Sedangkan infoman yaitu orang
yang memberikan informasi mengenai prakiek sewa tanah milik
Perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban
meskipun tidak terlibat secara langsung..

b. Sumber data pelengkap yaitu Buku-buku literatur yang ada hubungannya
dengan pembahasan skripsi ini diantaranya :

Buku buku dan literatur yang terkait dengan pembahasan antara lain:

a) Al-Quran dan Hadist.



b)

c)
d)

g)

h)

)

k)

)

11

Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid 13 cet pertama, Bandung: PT
Alma’arif,1987.

Tbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2.

Wahbah Zuhaili, a/ Figh al Islami Wa Adilatuhu, Damaskus:Dar al
-Fikr,IVcet IIL.

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2007.

Haroen Nasrun, Figh Muamalah, Jakarta:Gaya Media Pratama,
2000.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian
Islam, Jakarta: Sinar Grafika,1994.

Dimyaumuddin Djuwani, Pengantar figh Muamalah, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.

Ahmad Azhar Basyir, Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum
Perdata Islam), Y ogyakarta:Ull Press, 2000.

Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Gunung Jati Press, Bandung,
1997.

Sulaiman Rasyid, Figh Sunnah, Ath-Thahiriyyah, jakarta, 1976.
Chairuman Pasaribu, HukumPerjanjian dalam Islam, Sinar grafika,

Jakarta, 2004.
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m) Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif; Alfabeta, Bandung,
2005.
4. Purposive Sampling

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang
tersebut yang dianggap paling penting dan paling tahu tentang apa yang kita
harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau
situasi yang diteliti’. Dalam sampel purposive besar sampel ditentukan oleh
pertimbangan informan. Purposive sampling merupakan kriteria terpenting
dalam  pemilihan sampel dalam  kaitannya dengan maksud
menggeneralisasikan hasil-hasil penelitian sampel terhadap populasinya. Jika
keadaan sampel semakin berbeda dengan kakarteristik populasinya, maka
semakin besar kemungkinan kekeliruan dalam generalisasinya'o.

Subyek yang diambil harus betul-betul representative (mewakili).
Mengingat biaya, waktu dan tenaga yang ada pada penulis memang sangat
terbatas. Oleh karena itu, ditetapkan sebagai berikut :

1) 1 (satu) orang pihak Perhutani.
2) 9 (sembilan) orang penggarap tanah.
3) 3 (tiga) masyarakat setempat

4) 1 (satu) kepala Desa Kowang.

® Sugiyono, Metodologi Pepelitian Kuantitatif K ualitatf (Bandung,alfabeta.2009).215
19 Sugiyono Jbid. 215
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5. Tehnik Pengumpulan Data

Yaitu cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang

diperlukan. Pada setiap penelitian ilmiah, peneliti harus menggunakan

beberapa metode atau tehnik-tehnik dalam pengumpulan data yang relevan."’

Antara lain :

a.

Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik
tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.'

Metode ini sengaja peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-
data secara langssung melalui pengamatan di lapangan, seperti
mengamati sercara langsung ketika pihak pemilik lahan dan penggarap
melakukan praktek sewa menyewa terhadap tanah milik Perhutani,
melihat secara langsung fenomena masyarakat yang menjadi objek
penelitian. Serta dengan tehnik ini peniliti akan berusaha informan atau
responden guna memperkuat data yang berhubungan dengan penelitian.
Wawancara

Wawancara atau interview adalah tehnik dalam upaya
menghimpun data yang akurat tentang keperluan pelaksanaan proses

pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Dalam penggunaan

1995). 109

1! Jalaluddin Rahmat, Prosedur Penelitian Komonikasi (Bandung: Remaja Rosda Karya,

12 Sutrisno Hadi, Merodologo Reserch II(Yogyakarta Andi Offset, 1991). 136
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tehnik wawancara scbagai tehnik pengumpulan data, data yang diperoleh
peneliti dengan tanya jawab sccara lisan dan bertatap muka langsung
antara pencliti dan seorang atau beberapa orang interviewer (yang
diwawancarai) untuk memperdalam data tentang ketentuan dan
pelaksanaan sewa menycwa tanah milik Perhutani di Desa Kowang
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban..
6. Tehnik Pengelolaan Data
a. Editing
Adalah pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh,
tcrutama dari segikelengkapan, kevaliditasan, kejelasan,, kesesuaian dan
keselarasan antara satu dengan yang lainnya serta relevaning suatu atau
kelompok data.
b. Organising
Y aitu pengorganisasian data artinya menyusun dan merealisasikan
data-data yang diperoleh guna untuk menghasilkan bahan-bahan yang
bisa menghasilkan diskripsi.
7. Tehnik Analisis Data
Berdasarkan data yang di peroleh oleh penyusun dari berbagai

sumber baik dari lapangan maupun sumber lain yang mendukung, maka
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penyusun mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkret
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum."

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik deskripsi
analisis, yaitu menganalisis data-data yang diperoleh tentang ketentuan
dan pelaksanaan sewa menyewa tanah kemudian dianalisis dengan
hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan. Proses analisis data dalam
penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu menganalisa data
yang diambil dari ketentuan hukum Islam tentang ketentuan dan
pelaksanaan yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan

untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang ketentuan dan

pelaksanaan sewa menyewa tanah di Desa Kowang tersebut.

H. Sitematika Pembahasan
Untuk mengarah tercapaianya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis
membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi yang terdiri dari lima bab.
Masing-masing berisi pembahasan yang di susun secara sistematis dan
berhubungan satu dengan yang lainya.
Bab I : Memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

pokok masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

13 Sutrisno Hadi, Ibid. 42
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telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitaian dan sistematika
pembahasan.

Bab III : Untuk mempermudah pada pokok permasalahan terlebih dahulu
penyusun akan membahas tentang tinjaun umum mengenai ijarah atau
sewa menyewa dalam hukum islam yang meliputi pengertian, syarat,
rukun Jjarah, sifat dan hukum ijarah, pembagian ijarah, serta hikmah
ljarah.

Bab III : Memaparkan tentang pelaksanaan sewa tanah milik Perhutani pada
masyarakat Desa Kowang, terdiri dari tiga sub bab, yaitu pada sub bab
pertama membahas tentang gambaran umum tentah Desa kowang,
meliputi keadaan greografis dan demografis, kondisi sosial, dan
ekonomi. Pada sub bab keduamemaparkan tentang profil Perhutani,
Visi dan Misi serta ketentuan Perhutani. Sub bab ketiga yaitu gambaran
tentang tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah milik Perhutani Desa
kowang.

Bab IV : Analisis terhadap ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah
milik Perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten
Tuban menurut Hukum islam.

Bab V : Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan dilengkapi dengan

saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang di

bahas.



BAB I

SEWA-MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM

A. Sewa menyewa dalam Islam.

Sewa menyewa merupakan suatu istilah yang sering kali dipergunakan
oleh masyarakat dalam usaha bersama yang ada kaitannya untuk mendapatkan
keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak
yang melakukan perjanjian.

Sewa menyewa dalam Islam diistilahkan dengan “ A/-ljarah *“, menurut
pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai * suatu jenis akad
untuk mengambil manfaat dengan jalan p<=:rgantian.I
1. Pengertian Jjarah

Secara etimologi (bahasa), nama untuk ujra yang mengikuti wazan
fi'alah adalah bai’ul manfa'ati (menjual manfaat).

Adapun secara terminologi (istilah figih), para ulama’ berbeda-beda
dalam mendefinisikan Jjarah, antara lain sebagai berikut :

a. Menurut ulama Hanafiah, [jarah adalah,

uo,m,,imn&nu“s’,.m’ Py o,x»wuN ¥

Artinya : “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui

dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. o

! Chairuman Pasaribu, HukumPerjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 52

17
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b. Menurut ulama Maliki, /jarah adalah

’

O oy oY) it Lo 5L Cat

-’

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang - bersifat

manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. »3

c. Menurut ulama Syaft'i, Jjarah adalah,

a ° e o T 2 ° -’ °
Wolad oym LYy JAU A6 s Lyl 85 puain dndis J5 (VY.

Artinya : “Akad atas suatu kemanfastan yang mengandung maksud
tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan
dengan pengganti tertentu.”

d. Sedangkan menurut ulama’ Hanabilah jjarah adalah.

»

e . o f _.‘5“ . _:o! o~ of o - o, o 7@ 10~ _z’.?/ . ‘9’0/ L
Job 8 O Bl B B Y B b o Rasles Bk Bl 2

’

plee

’

Artinya: “Pengganti tertentu, dalam manfaat tertentu, dari barang yang
ditentukan atav disifati dalam tanggungan atau dalam
perkerjaan tertentu”’

Selain definisi ulama’ empat Mazhab di atas ada pula yang

mendefinisikan Jjarah scbagai akad pemindahan hak guna atau barang atau

2 Sayyid Sabiq, Fighus Sunpah (Bandung : Al-Ma’arif) .203

3 Ibid,, 203

4 Muhammad Asy-Sarbini, Mughoi al-Mubtaj Juz II . 332

5 Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Az Zarkasyi, Syarhul Zarkasyi ala
Mukhtashor al Khurki, Makiabah Syamilah. 177
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jasa melalui pembayaran upah secwa tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.®

Ada ;rang mencrjemahkan, Jjarah sebagai jual beli (Upah mengupah),
yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada yang pula menerjemahkan
sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang ." Jumhur Ulama’ figih
berpendapat bahwa jjarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan
adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karcna itu, mercka melarang
menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya,
sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya
melainkan bendanya.8
. Dasar Hukum Jjarah

Hampir semua ulama’ fikih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam
Islam. Para ulama’ sepakat bahwa ijarah adalah jual beli pemanfaatan, yang
tidak dapat dipegang (tidak ada).

Dalam Hukum ljarah jumhur ulama’ menyatakan bahwa Ijarah

disyari’atkan berdasarkan Al-qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ para ulama®®.

¢ Rahmad Syafe’i, , Figih Musmalah, (Bandung : Pustaka Setia 2006).122
7 Ibid, 124

8 [bn Abidin, Radd Al-Mukhtar Ala Dur Al-Mukbtar, Juz 1V, .

® Ton Rusyd, Bidayah Al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtashid, juz 11 .218
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1. Dasar hukum Jjarah dari Al-Qur’an.

. /9/

PYIP ISR .

o £ Z e T

GJ’WL“”WMWJJWO}’W ~

Ca P .

@g "LMJ«}\J:: o...«i‘*))

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan scbahagian
mercka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian
mercka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan(Qs az-
zukhuf 43:32)°

Ayat ini merujuk pada keabsahan praktik Jjarah Lafadz
“syukhriyyan” dalam ayat diatas bermakna saling mempergunakan”
menurut Ibnu kasir lafadz ini diartikan dengan supaya kalian saling
mempergunkan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena
diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain. Artinya terkadang
manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang
lain, dengan demikian , orang yang mempergunakan sesuatu itu dengan

cara melakukan transaksi, salah satunya sewa Jjarah."

Firman Allah Q.S. Al Baqarah: 233

19 Deparetemen Agama Rl, A/-Qur'an dan Tegjemah. 1140
" Tbou Katsir, jilid IV. 192



Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu di susukan oleh orang lain, tidak
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayraan menurut
yang patut. Bertagwalah kepada Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakar”(Qs Al Bagarah:233)"

Firman Allah QS al-Qasas ayat 26-27:

P

7 2

5 - PER 4 - - -
Ssdll Cimenll e s ‘-,} oenll el Lagras) &

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karcna
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”
berkatalah Dia (Syu'sib): "Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini,
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan
jika kamu cukupkan sepulub tahun Maka itu adalah (suatu
kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu.
dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-
orang yang baik".(Qs al-Qashash:26-2 7

2 Departemen Agama Ri. /bid,. 67
P Ibid, 759
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2. Dasar hukum Jjarah dari As-sunah/Al-hadits.
Ada tiga sahabat Nabi yang memberikan penjelasan hukum
tentang Ijarah, antara lain.

a. Riwayat Al-Bukhori

2.0 £
e

s el oy ol dn o L g
Artinya : "Rasulullah SAW berbekam kemudian memberikan upah
kepada tukang bekam. '
b. Riwayat Ibnu Majah
IPRVEELE RS APV S S PR
3 Lo OF J8 o el i Y1 Vyhat
Artinya : "Berikanlah upah pekerja scbelum keringatnya kering. "

¢. Riwayat Imam Ahmad

°E o i . o + ,0 £ . -, . °/f°’//’s: ‘. . of ° 5,
o b ein s U Sy LA G O o W o S
P S B "11}0.0’/0 PRPTIE 3 ”0:'
dﬂmfjﬁhﬁgﬁ ol«:.:[._\) RSP ARV
Artinya : "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari
tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara
ity dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan

uang emas alau perak."
Para sahabat telah memprakickan Ijarah sementara Rasulullah

tidak pernah melarang mercka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

Rasulullah telah memberikan ketetapan kepada mereka.

4 Husein Bahreisy, Hadits Shahih Bukhori, Himpunan Hadis! Pilihan. 169
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3. Dasar hukum Jjarah berdasarkan Ijma’ para ulama’.

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa Jjarah
diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, semua Ulama’ sepakat
dan tidak ada seorang Ulama’ pun yang membantah kesepakatan [jma’
ini, sekalipun ada beberapa orang di antara merecka yang berbeda

pendapat. 13

B. Rukun dan Syarat Jjarah.
1. Rukun Jjarah
Menurut para ulama’, rukun Jjarah adalah ijab dan qabul, antara lain
dengan menggunakan kalimat: a/-ijarah, al-isti’jar, al-iktira’ dan al-ikra.
Menurut jumhur ulama’ rukun Jjarah ada 4 (Empat) macam, yaitu :
a. Mu’jir dan Musta’jir.

Yaitu orang yang melakukan akad ijarah baik sewa-menyewa atau
upah-mengupah. Mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan yang
menyewakan, Musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk
melakukan sesuatu dan orang menyewa sesuatu. Syarat bagi kedua pelaku
transaksi ijarah adalah sama dengan pelaku jual beli yakni dalam
kedewasaan (baligh, berakal, cakap melakukan rasharrufj dan tidak

adanya unsur 7krah (keduanya harus ridha).

'S Hendi Suhendi “ Fikih Muamalah " (Raja Grafindo persada ,2005). 117
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Hal ini berdasarkan pada surat An-nisa ayat 29 :

A s

R A RN TEA PR [0 o
£,
i 1535 ri“up‘fu’ 2 \_))9

C
\t\:

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh diri,
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."'®

Orang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang
yang diakadkan dengan sempurna schingga dapat mencegah terjadinya
perselisihan.l7

b. Sigat akad

Syarat ijab gabul antara mu’jir dan musta’jir sama dengan ijab
gabul yang dilakukan dalam jual beli. ljab gabul sewa-menyewa

misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5000,00,”

maka musta’jir menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga

demikian setiap hari.” ljab gabul upah-mengupah misalnya sescorang
berkata, “aku serahkan kebun ini untuk dicangkuli dengan upah setiap

hari Rp 5000,00,” kemudian musta’jir mejawab “aku kerjakan pekerjaan

itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan.”™

16 Departemen Agama Rl, /bid, 4:29. 150
17 Hendi Suhendi 76id118
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¢. Ujrah (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat ujrah sebagai berikut:

1) Berupa harta yang tetap dan dapat diketahui. Jika wjrah tersebut
berupa tanggungan maka ujrah harus disebutkan ketika akad dan
kedua belah pihak mengetahui jenis ukuran dan sifat ujroh tersebut.

2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah seperti upah
sewa-menyewa rumah untuk ditcmpati dengan menempati rumah
tersebut.'®

d. Ma'qud alaih (barang yang menjadi Obyck)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah
mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa
syarat berikut ini:

1) Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah
mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2) Hendaknya benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut
kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh)

menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).

8 1bid, 119
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4) Benda yang discwakan disyaratkan kekal ‘ain (zat) nya hingga waktu
yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
2. Syarat [jarah.

Syarat ijarah terdiri dari 4 (empat) macam, sebagaimana syarat dalam
jual beli, yaitu al-inqad (terjadinya akad), an-nafadz (syarat pelaksanaan
akad), syarat sah Ijarah, dan syarat /azim ljarah.

a. Syarat terjadinya akad (a/-inqad).

Syarat al-ingad (terjadinya akad), syarat ini berkaitam dengan
aqid (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat terjadinya akad.

Sebagaimana telah di jelaskan dalam jual beli, menurut Jumhur
Ulama’, agid (syarat terjadinya akad) disyaratkan harus berakal dan
mumayyiz Ulama’ Hanabilah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang
akad harus muallaf.

b. Syarat pelaksanaan (an-nafadz).

Agar ljarah terlaksana, barang harus di miliki oleh si agid atau ia
memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, ijarah
al-fudul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekusaan
atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya

Ijarah.
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c. Syarat sah Jjarah.

Keabsahan jjarah (sewa menyewa sangat berkaitan dengan agid
(orang yang berakad), ma’qud alaih (barang yang menjadi objek akad),
ujrah (upah), dan zat akad (nafs-agad), yang antara lain.
1) Adanya keridaan atau saling rela dari kedua pihak yang berakad.
2) Ma’qud alaih harus bermanfaat dengan jelas.
3) Ma’qud alaih (barang) harus dapat memenuhi secarat syara’.
4) Kemanfaatan benda diperbolechkan menurut syara’.
5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
6) Manfaat ma’qud alaih sesuai dengan keadaan secara umum."®

Obyek Ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh
sebab itu para ulama figh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa
seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk
membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang islam tidak boleh
menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat
ibadah mereka. Menurut mereka, obyek sewa menyewa dalam contoh
diatas menukar maksiat, sedangkan kaidah fighnya menyat akan.”

S 3 el o ey

Artinya:” Sewa menyewa dalam maksist tidak di perbolehkan”

19 Rahmad Syafe’i, , Figih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia 2006), 129
20 Haroen Nasrun, Figh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Prtama, 2000), 233
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d. Syarat lazim Jjarah.
Syarat kelaziman Jjjarah terdiri dari dua hal berikut:
1) Ma’qud Alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat.
Jika terdapat cacat pada barang sewaan, pemilih boleh
meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkanya.
2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.
Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang
menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Menurut jumhur ulama’,
Ijarah adalah akad yang lazim, jika tidak ada uzur ijarah tidak batal,
ijarah dapat dikatan batal jika kemanfaatanya betul-betul hilang,

seperti hancurnya rumah yang disewakan.”

C. Sifat Jjarah dan Hukum Jjarah.

1.

Sifat ijarah

Menurut jumhur ulama’ berpendapat, bahwa Jjarah adalah akad lazim
yaﬁ.g tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya scsuatu yang merusak
pemenuhanya, seperti hilangnya manfaat.

Menurut Ulama’ Hanafiyah, jjarah batal dengan meninggalnya salah

seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun

2 1bid., 130
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meurut jumhur ulama,, jjarah tidak batal. Tetapi berpindah dengan ahli
waalrisnya.22
. Hukum Jjarah

Menurut ulama Hanafiyah, jjarah adalah akad lazim yang didasarkan

pada firman Allah SWT. :,:&h 1,’;‘ yang boleh dibatalkan. Pembatalan

tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa Jjjarah adalah akad
lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang
merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama’pun
mendasarkan pendapatnya dari ayat di atas.

Berdasarkan dua pandangan diatas, menurut pandangan Hanafiyah,
ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad dan tidak
dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Adapun menurut jumhur ulama”, ijarah
tidak batal tetapi berpindah kepada ahli warisnya.”

Hukum Jjarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan
tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan barang, sebab
ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Hukum Jjarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa sudah

mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja

22 [bn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nibayah al-Muqtashid, juz 11.329
2 Aliy As’ad, Terjamah Fathul Mu’in. jilid 111. 286.
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dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan
tersebut terjadi pada syarat. Tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak
memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan
semestinya.

Ja’far dan ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama
dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar scsuai dengan nilai atau ukuran

yang dicapai oleh barang sewaan..”*

D. Pembagian Jjarah.
Ditinjau dari ma'qud alaih-nya, maka ijarah akan terinci dalam dua

pembahasan.yaitu;

1. Sewa-menyewa

Sewa menyewa adalah prakiek jjarah pada pemindahan manfaat
terhadap barang. Barang yang boleh discwakan adalah barang-barang mubah
seperti sawah, tanah, rumah dan lainnya.

Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk
dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi
kepada orang lain.

Orang yang menyewa harus jujur, dapat dipercaya dan memakai

barang sewaaannya dengan hati-hati. Kalau dengan cara demikian ada

M Alaudin Al-Kasyani “Bada’i As-Sana’i fi Tartib Syara’i, Syirkah Al Maktubah 201
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kerusakan, maka ia tidak berkewajiban menanggung. Kalau tidak ada
kejujuran, kerusakan-kerusakan yang disengaja menjadi tanggungannya.
Seperti orang menyewa binatang. la mengerjakan dengan baik, tiba-tiba
mati, ia tidak menanggung. Tetapi jika ia menggunakannya tanpa kebaikan,
maka jika mati akan menjadi tanggungannya. Dengan demikian tidak akan
ada tipu muslihat.
Bentuk sewa menyewa tanah dibagi menjadi dua, antara lain :

‘a. Bentuk sewa menyewa tanah yang diperbolehkan.

Sewa tanah pada zaman Nabi Muhammad SAW diperbolehkan
apabila masing-masing mengambil manfaatnya dan tidak ada pihak yang
dirugikan.

Sewa menyewa tanah dalam hukum Islam dapat dibenarkan
keadaanya, baik tanah tersebut dipergunakan untuk pertanian,
pertambangan, ataupun bangunan. Adapun bentuk sewa tanah yang
diperbolehkan yaitu :

1) Apabila sudah memenuhi syarat dan rukun.
2) Adanya pembayaran sewa yang jelas.
3) Benda yang disewakan harus jelas dan ditanggung keadaanya.

4) Dalam perjanjian sewa harus menjelaskan manfaatnya.
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b. Bentuk scwa menyewa tanah yang tidak diperbolehkan.

Tentang persewaan tanah banyak sckali para ulama’ berbeda
pendapat. Ada sebagian ulama’ yang melarang sewa menyewa tanah
garapan, baik digunakan pertanian, pertambangan atau didirikan suatu
bangunan.

Alasan tentang dilarangnya lantaran adanya kesamaran
didalamnya, dimungkinkan akan tertimpa bencana, baik dikarenakan
banjir, kebakarang, dan lain-lain, yang mengakibatkan penyewa harys
membayar sewa tanpa memperoleh manfaatnya.”

2. Upah mengupah
Upah mengupah atau jjarah ‘ala a’mal, yakni jual beli jasa, biasanya
berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaina, membangun rumah,
danlain-lain. Jjarah ‘ala a’malterbagi dua, yaitu:
a. ljarah khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan olch scorang pekerja. Hukumnya,
orang yang berkerja tidak boleh bekerja selain dengan yang memberikan
upah kepadanya.

b. Zljarah musytarik
Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui

kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orag lain.

25 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid : Analisis Para Mujtahid (Semarang,: Assyifa). 199.
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sewakiu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau
mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi
kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah
selesai. Nabi bersabda: "Upah harus diberikan sebelum pelufinya kering.”

Kematian orang yang mengupah atau diupah tidak membatalkan
akad pengupahan. Artinya, kalau orang yang mengupah mati, padahal
permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, keluarganya
wajib memberikan upahnya. Tetapi kalau orang yang diupahnya mati
sebelum menerima upahnya, ahli warisnya menerima upahnya. Tetapi

kalau mati sebelum menyelesaikan pckerjaan, urusannya di tangan

Allah.%

E. Pembatalan dan Berkhirnya Sewa-Menyewa.
Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang
lazim, dimana masing masing pihak terikat dalam perjanjian tersebut

mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian termasuk kepada perjanjian

timbal balik.

2 Ibid, 131-132
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ljarah tidak menjadi batal (fasakh) dengan matinya salah satu pihak yang

berakad sedangkan yang diakadkan seclamat. Pewaris memegang peranaan

warisan, apakah ia sebagai pihak Mu’ajir atau Mustaji’ir’”’

Berbeda Mazhab Maliki, Ahmad dan Abu Hanifah, dan tidak menjadi

fasakh dengan di jualnya barang (a/n) yang disewakan untuk pihak penyewa, dan

pembeli sudah menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya

masa jjarah. ljarah menjadi Fasakh (batal) dengan hal sebagai berikut:*®

1.

Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadianya di tangan penyewa atau
terlihat aib lebih lama padanya

Rusaknya barang yang di sewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi
"ain.

Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ’alaih), seperti baju yang di
upahkan untuk di jahitkan, karcna akad tidak mungkin terpenuhi sesudah
rusaknya (barang).

Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau
berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti
jika fjarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen. Maka ia

tetap berada ditangan penyewa sampai seclesai masa diketam, sekalipun

terjadi pemaksaan. Hal ini di maksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya

27 Sayid Sabiq, /bid28
2 Ibid,, 29
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(kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanamanya sebelum
waktunya.

5. Penganut Mazhab Hanafi mengatakan bolch memfasakhkan jjarah, karena
adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang
menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar atau dicuri,
dirampas atau bangkrut maka ia berhak memfasakh Jjarah.

Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menycwa
tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi obyek perjanjian sewa
menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia
maka kedudukanya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang
menyewakan atau penyewa.namun tidak menutup kemungkinan pembatalan
perjanjian (fasakh) olch salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat.?

Para ulama’ figh menyatakan bahwa akad a/-Jjarah akan berakhir apabila:
1. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan

hilang.

2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad [jarah telah berakhir. Apabila
yang di sewakan itu rumah, maka akan di kembalikan kepada pemiliknya,
dan apabila yang di sewakan adalah jasa sescorang maka ia berhak menerima

upahnya. Karena hal ini di sepakati oleh seluruh ulama’ figh.

29 Chairuman Pasaribu dan Suhrawarddi k Lubis, Hukum Perjanjian Islan,(Jakarta:Sinar
Grafika Cet 1,1994), 57
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3. Menurut ulama’ Hanafiyah, wafatnya seseorang yang berakad, karena akad
ljarah menurut mereka, tidak boleh di wariskan dan al ijarah sama dengan
jual beli mengikat kedua belah pihak yang berakad.

4. Menurut ulama’ Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti
rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka
akad al-Jjarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad akad ijarah

. 3
itu. ¥

F. Pengembalian Barang Sewaan
Ijarah telah berakhir penyewa berkewajiban untuk mengembalikan
barang sewaan, Jika barang itu berbetuk barang dapat dipindahkan. la wajib
menyerahkanya kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak
(’iqar), ia berkewajiban kepada pemiliknya dalam keadaaan kosong (tidak ada)
harta(hartanya si penyewa).
Adapun ketentuan pengembalian barang yang dijadikan obyek sewa
adalah sebagai berikut :
1. Apabila barang yang dijadikan obyek perjanjian merupakan barang yang
bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada
pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan menyerakan langsung

bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.

3 Haroen Naesron, Figh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Prtama, 2000), 237
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2. Apabila obyck sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak
bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada
pihak yang menyewakanya dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada
harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa
rumah.*!

3. Jika yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah barang berwujud tanah,
maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam

keadaan tidak ada tanaman pcnycwa diatasnya.

3V Ibid 238



BAB I

KETENTUAN DAN PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH
MILIK PERHUT ANI DI DESA KOWANG KECAMATAN
SEMANDING KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografis Desa Kowang.

Desa Kowang termasuk salah satu bagian dari Kecamatan Semanding
Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur. Secara geografis Desa Kowang
terletak di bagian sclatan Kabupaten Tuban tepatnya dacrah dataran tinggi
perbukitan.

Desa Kowang merupakan desa yang tidak begitu luas wilayahnya
dibanding Desa-desa disckitarnya, karena itu tidak diadakan pemekaran oleh
pemerintah tingkat 11 Kabupaten Tuban.

Desa Kowang dapat didiskripsikan sebagaimana berikut:

a. Sebelah utara : Kelurahan Gedongombo
b. Sebelah selatan : Desa Genaharjo

c. Sebelah barat : Desa Semanding

d. Sebelah timur : Desa Tunah

Adapun suhu udaranya rata-rata adalah 25 — 30° C, Desa Kejayan

secara administrasi terdiri dari 5 RW (Rukun Warga) dan 21 RT (Rukun

38
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Tetangga). Dilihat dari orbitasi (jarak dari pusal pemerintahan) Desa

Kowang yaitu :
a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan :3Km
b. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 7Km

c. Jarak dari pusat pemerintahan Propinsi daerah tingkat I: 112 Km

Komunikasi antara pedesaan berjalan dengan lancar karena sudah
adanya jalan yang menghubungkan antara Desa Kowang dengan Desa-desa
yang lain, dan adanya sarana transportasi yang memadai dan juga dilengkapi
dengan sarana telekomunikasi. Jaringan listrik sudah menerangi seluruh
wilayah Desa Kowang, schingga memudahkan masyarakat untuk
melaksanakan aktifitas pada malam hari.

Dilihat dari kondisi alamnya, Desa Kowang merupakan dataran
rendah dari permukaan laut dengan ketinggian 15 Meter dari permukaan laut,
sedangkan luas wilayah Desa Kowang yaitu 400,184 Ha. Untuk luas
pertanian sawah 137, 085 Ha, scdangkan tanah tegalan 212,592 Ha.

Dari segi pertanahan, tanah Desa Kowang termasuk tanah tadah
hujan dan bebatuan, schingga agak sulit untuk ditanami. Tanah Desa
Kowang digunakan untuk jalan, bangunan umum, seperti sarana
pemerintahan (balai Desa), sekolah, tempat peribadatan (masjid dan

~

mushalla), kuburan dan sarana-sarana umum yang lain.
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Desa Kowang dalam menjalankan roda pemerintahannya hanya ada
satu Desa Kowang sendiri dan terdiri dari 5 RW dan 21 RT. Selain struktur
organisasi Desa Kowang dibawah ini juga dilengkapi dengan lembaga

ketahanan masyarakat desa.



STRUKTUR ORGANISASI DESA KOWANG

KEPALA DESA
Yusuf. S.pd
SEKRETARIS DESA
Tauri
Seksi pengairan KAUR KAUR KAUR KESRA KAUR KEUANGAN
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN
JUMARTO Subakir

S .
Listiowati Kasrun umajt

KASUN

Pakrum

Sumber : Struktur Organisasi Desa kowangTahun 2009

41



42

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Kowang. v

Dalam mengarungi kechidupan di dunia ini, manusia tidak bisa
terlepas dari kepentingan pribadi dalam rangka memenuhi segala hajat
hidupnya, baik bersifat material, seperti makan, minum, pakaian, tempat
tinggal, dan scbagainya, maupun yang bersifat spiritual, seperti ilmu,
pendidikan dan sebagainya, scbagai rangkaian kesenangan serta
kesempurnaan maupun kesejahteraan.

Di samping itu juga manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa
terlepas dari keharusan menghormati orang lain agar dalam kehidupan
bermasyarakat bisa harmonis. Masing-masing individu masih dapat saling
memenuhi hajat hidupnya dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan orang
lain, melainkan semua berjalan lancar, teratur dan sesuai dengan rel-rel
kemanusiaan yang digariskan oleh Islam. Dengan demikian hubungan dan
pergaulan dalam masyarakat tidak menimbulkan kontradiksi antar individu.
Seandainya ada kesalahfahaman maka hal itu dengan mudah dapat diatasi
dan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

Sebagaimana kondisi masyarakat Desa Kowang adalah tergolong
masyarakat yang memiliki kehidupan sosial yang kuat. Hal ini dibuktikan
dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya kehidupan yang rukun antar
tetangga, adanya bantuan baik berwujud tenaga maupun harta benda yang

diberikan kepada para tetangga dan famili yang memiliki hajatan dengan



43

suka rela, seperti membangun rumah, membersihkan jalan, membantu hajatan
pesta perkawinan, khitanan, selametan tujuh bulan kandungan, tujuh hari
setelah kelahiran anak, selametan orang meninggal (tahlil), dan lain
sebagainya, serta pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut mereka tidak dapat
dikerjakan sendiri.

Setiap keluarga tidak dapat menolak permintaan bantuan orang lain,
bagaimanapun juga karena mercka pernah ditolong, dan sudah sewajarnya
keluarga yang satu membantu keluarga yang lain. ..

Pada umumnya masyarakat Decsa Kowang dalam mencukupi
kebutuhan ckonominya sebagian besar mereka menggantungkan pada hasil
pertambangan batu, pertanian serta perdagangan. Di samping itu juga bekerja
sebagai TKI yang bekerja di luar negeri, guru, pegawai negeri sipil, karyawan
dan buruh pabrik

Struktur mata pencaharian penduduk Desa Kowang.

No Keterangan Jumlah

1 Petani 1.310 Orang

2 Pekerja disektor jasa/perdagangan 77  Orang
Pekerja disektor industri 202 Orang
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B. Gambaran Umum Tentang Perhutani.
1. Profil Perhutani.

Di Desa kowang termasuk banyak tanah yang dikuasai oleh negara
dan dikelola oleh Perhutani. Perhutani merupakan sebuah institusi yang
dipercaya untuk mengelola hutan maupun tanah milik negara di Jawa,
Perhutani juga memegang peran yang sangat penting dalam menjamin
keberadaan kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura sebagai penunjang
daya dukung lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat di Jawa.Sejarah
pengelolaan hutan dan tanah di Pulau Jawa dan Madura dimulai sejak zaman
pemerintahan Belanda dengan perkembangan pengelolaan yang cukup
panjang,

Perum Perhutani menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada
tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 1972
dengan wilayah kerja pada awalnya kawasan hutan Negara di Jawa Tengah
dan Jawa Timur. Berdasarkan PP nomor 2 tahun 1978, kawasan wilayah
kerjanya diperluas sampai kawasan di propinsi Jawa Barat. Pada tahun 1972,
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29
Maret 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan
Negara disingkat “Perum Perhutani”. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 1972 ini, maka PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961.
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Di kecamatan Desa kowang yang banyak tanah bebatuan hampir
seluruh wilayah desa kowang di kuasai oleh perhutani, karena tanah tersebut
adalah tanah milik Negara. Tanah bebatuan yang disebut juga dengan tanah
tegalan yang luasnya 212,592 Ha scbagian dikuasai oleh pihak Perhutani,
sekitar 100, 299 Ha, yang dikuasai Perhutani dan dimanfaatkan untuk

disewakan kepada masyarakat setempat.

STRUKTUR ORGANISASI PERHUTANI DESA KOWANG

KEPALA DINAS

Agus Wahyono. SS

SEKRETARIS
Dra. Maslikha
Sub. Bag. Sub. Bag.
Kepegawaian Keuangan
Anik Fajrianti S.Pd Siti Fatimah S.Pd

UPDT Bag. UPDT Bag.
Pengawas Pelaksana
Sutrisno Hadi Kurniawan
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2. Visi dan Misi Perhutani

Dari Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi

kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip

pengelolaan Perusahaan dan kelestarian sumberdaya alam. Perhutani

mempunyai visi dan misi yang dipaprkan scbagai berikut :

a. Visi Perhutani Desa Kowang

Menjadi Pengelola Sumber daya alam yang bermanfaat dan

menyejahterakan masuarakat.

b. Misi Perhutani Desa Kowang

1)

2)

3)

4)

5)

Mengelola hutan tropis dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari
Bersama Masyarakat.

Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai sumber daya alam.
Mengoptimalkan manfaat hasil hutan kayu, non kayu dan jasa
lingkungan serta potensi lainnya, dalam rangka meningkatkan
pendapatan dan keuntungan perusahaan serta kesejahteraan
masyarakat.

Membangun sumber daya manusia perusahaan yang bersih,
berwibawa dan profesional.

Mendukung dan berperan serta dalam pembangunan wilayah dan

perekonomian nasional.
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3. Ketentuan Tanah yang Disewakan./

Dari data yang penulis dapatkan, bahwa ketentuan sewa-menyewa

tanah milik Perhutani ini telah ditentukan oleh pihak Perhutani yang

menyatakan bahwa tanah yang dimaksud atau dipersewakan adalah tanah

milik negara yang yang dialihkan oleh pejabat yang diberi wewenang sebagai

hak tanah, maka hak sewa memberi wewenang untuk mempergunakan tanah

dalam hal ini tanah milik negara, dan pihak penyewa wajib membayar sewa.

Dalam ketentuan sewa-menyewa tanah milik Perhutani ini dijelaskan

sebagai berikut :

a.

Tanah yang dikuasai oleh negara dapat dimanfaatkan dan dialihkan
kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.

Pihak Perhutani sebagai pejabat yang berwenang atas pengolahan atau
perjanjian sewa-menyewa tanah yang asal tidak bertentangan dengan jiwa
dan ketentuan undang-undang.

Jika ada perjanjian pengolahan tanah dan sewa-menyewa tanah tersebut
dapat membayar sewa diawal perjanjian yang disebutkan.

Perjanjian sewa tanah serta pemanfaatanya diawasi oleh pihak yang
berwenang.

Jangka waktu pemanfaatan pengolahan tanah dilakukan selama perjanjian

yang disebutkan.
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f.  Perjanjian dapat perpanjang jika batas waktu dalam perjanjian awal telah
habis.
g. Kisaran harga sewa ditentukan oleh pihak yang berwenang yaitu pihak

Perhutani.?

C. Praktek Sewa Menyewa Tanah Milik Perhutani Di Desa Kowang Kecamatan
Semanding Kabupaten Tuban.

1. Latar belakang terjadinya Sewa Menyewa

Dari gambaran lokasi secara umum itu kemudian peneliti mengadakan
penelitian secara seksama dan komprehensif ternyata banyak masyarakat di
Kecamatan Semanding khususnya di Desa Kowang agaknya masih banyak
yang dipengaruhi adat istiadat lama. Dimana rasa kepercayaan rela sama rela
masih sangat kental dipegang dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal ini
merupakan barometer (ukuran) masyarakat yang religius dalam toleransi
kehidupan.

Salah satu contoh dari kegiatan masyarakat Desa Kowang yang masih
tetap terpelihara kelestariannya sampai sekarang adalah bidang
pertambangan batu khususnya dalam prakick sewa tanah milik Perhutani di

Desa Kowang.

3 Hasil Wawancara dengan Bpk. Agus kepala Perhutani Kec. Semanding. Tgl 3 januari 2011,
jam 09.30 WIB
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Sementara faktor pendorong timbulnya kerjasama sewa menyewa
tanah ini adalah dimulai dari adanya rasa ingin memenuhi kebutuhan dan
pemanfaatan tanah yang berpotensi bagus untuk digarap dan menghasilkan
batu kumbung atau batu bata putih untuk bahan pembuatan tembok
bangunan. |

Usaha kerjasama sewa-menyewa tanah di Desa Kowang yang
melibatkan perusahaan milik negara yaitu Perhutani yang menguasai tanah
tersebut, pada dasarnya pihak Perhutani ingin membantu pihak penggarap
tanah yaitu masyarakat setempat dalam hal kesejahteraan sosial ekonomi
juga pihak Perhutani mempunyai maksud agar tanah yang dikuasainya
sebenarnya bisa diproduksi dengan baik walaupun tidak dikelola sendiri.
Sehingga tanah bebatuan yang tidak dapat ditanami dan awalnya kurang
terpelihara menjadi terpelihara dengan adanya kerjasama dalam pengelolaan
tanah tersebut.

Fenomena yang demikian menimbulkan rasa tolong menolong dalam
hal perckonomian baik dari pihak penggarap tanah yaitu masyarakat
setempat dan pihak Perhutani sendiri.

Dalam transaksi sewa menyewa tanah milik Perhutani terjadi karena

beberapa faktor, antara lain :
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a. Faktor Sosial Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, mayoritas
benduduk desa Kowang adalah penambang batu yang berada diperbukitan
desa. Rata-rata penduduk desa Kowang adalah masyarakat menengah
kebawah, oleh karena itu banyak masyarakat yang keadaan ekonominya
rendah mereka memanfaatkan tanah yang disewakan oleh pihak Perhutani
untuk dikelola dan dimanfaatkan, meskipun dengan peralatan seadanya
serta tidak adanya jaminan keselamatan jika sewaktu-wakiu mengalami
musibah.

Selain menjadi penambang batu, masyarakat desa Kowang juga
datang ke kota dengan tujuan memperbaiki ekonominya. Oleh karena itu
tanah yang ada di daerah mercka menjadi sumber utama mata
pencaharianya untuk menopang perckonomianya dengan cara menyewa
lahan yang dikelola dan dikuasai olch pihak Perhutani.

b. Faktor Sosial Pendidikan

Pendidikan yang relatif rendah menyebabkan kurangnya
pengetahuan dan bekal serta keterampilan sehingga pola pikir
masyarakat desa menunjukan bahwa dengan memanfaatkan tanah yang
ada disekitar mereka . meskipun setatus tanah mereka adalah milik

negara yang dikelola dan dikuasai oleh Perhutani.
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Masyarakat sebagai penyewa juga tidak memperhatikan keadaan
ekosistem disekitar tanah yang digarap tersebut, karena kurangnya
pengetahuan dan pendidikan yang relatif rendah yang dimiliki oleh pihak
penyewa.

¢. Adanya kesempatan

Kurang lebih 10 tahun sebagian tanah yang ada di desa Kowang
telah disewakan oleh pihak Perhutani untuk diambil manfaatnya, jadi
wajar banyak penduduk desa ikut menyewa dan mememanfaatkan tanah
tersebut, karena hal ini sudah dianggap biasa dan dapat menopang
perekonomian mereka.

Karena faktor ekonomi dan pendidikan banyak masyarakat Desa
Kowang yang hanya bernata pencaharian sebagai penambang batu tanah
milik Perhutani ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Begitu juga dengan pihak yang menyewakan yaitu pihak
Perhutani, adanya kesempatan juga karena tanah yang mereka kuasai
tidak dikelola maka dengan adanya penyewa tanah maka tanah yang
mereka kuasai dapat dimanfaatkan.

2. Subyek dan Obyek Sewa Menyewa
a. Subyck sewa-menyewa
Di desa Kowang untuk bekerja dan berusaha para petani/penggarap

tanah yang tinggal dan menetap didesanya banyak yang menggant ungkan



52

dari hasil penambangan yang biasa mereka kelola, praktek ini dikerjakan
karena hasilnyapun sangat menjanjikan bagi para penggarap tanah.

Adapun subyek (pelaku) yang terlibat dalam transaksi ini sewa
menyewa tanah milik Perhutani antara lain :
1. Pihak yang menyewakan/Perhutani.

Pola pikir masyarakat yang banyak menunjukan harus
memanfaatkan tanah yang ada disekitar mereka tidak sia-sia, pihak
Perhutani sebagai pemilik tanah menyewakan tanah tersebut untuk
dimanfaatkan oleh para masyarakat desa setempat.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, banyaknya
masyarakat yang ingin menyewa tanh tersebut dan memanfaatkanya
maka pihak Perhutani sebagai pemilik tanah menyewakan tanah
tersebut kepada masyarakat yang tinggal dan menctap didesa scbagai
mata pencaharian yang mencapai 60 orang penyewa, itupun
kemungkinan bisa bertambah jumlah penyewa tanah tersebut.

2. Pihak penyewa

Mengingat arti pentingnya tanah disekitar mereka bagi
masyarakat pedesaan, maka bagi yang tidak memiliki tanah sendiri
mercka memanfaatkan tanah yang disewakan oleh pihak Perhutani

untuk dimanfaatkan.
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Dari data yang penulis lakukan, banyaknya penyewa adalah
sekitar 60 orang, jadi setiap penyewa bisa mengerjakan dan menggarap
kurang lebih 2 hektar tanah yang disewakan, banyak juga penggarap
berasal dari luar desa.

b. Obyek sewa-menyewa

Sebagaimana data yang telah penulis peroleh di lapangan, yang
menjadi obyek dari praktek sewa menyewa adalah tanah milik Perhutani.
Dimana tanah tersebut menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian
pendudduk desa.

Karena bentuk tanah yang menjadi objck sewa-menyewa adalah
tanah pertambangan bebatuan yang dimanfaatkan menjadi batu kumbung
atau batu bata putih dengan luas 4x5 meter persegi per-tahun bagi
penyewa, dengan kisaran harga sewa Rp. 4000.000 per-Tahunl

3. Proses Terjadinya Sewa Menyewa
a. Akad
Akad perjanjian sewa yang dilakukan masyarakat secara lisan dan
dicatat oleh pihak Perhutani dan tidak disaksikan oleh aparat Desa,
karena sudah terbiasa para aparat desa dan pihak Perhutani tidak pernah
mempermasalahkan dan tidak pernah memberikan suatu penyuluhan

terhadap masyarakat setempat mengenai praktek sewa-menyewa tanah

! Hasil wawancara dengan bagian Administrasi Perhutani Kec. Semanding tgl 1 januari
2011, jam 09.00 WIB
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tersebut tersebut, meskipun ada penyuluhan. Masyarakat Desa Kowang
tidak akan memperdulikannya, dikarenakan mereka telah menganggap
tradisi saling percaya dan mempercayai (tradisi adat) akan sangat
menentukan dalam kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama sewa
menyewa tersebu.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang eksistensi akad perjanjian
kerjasama sewa-menyewa khususnya kerjasama sewa menyewa tanah
dengan lisan oleh masyarakat Desa Kowang Kecamatan Semanding
Kabupaten Tuban. Hal ini dapat diketahui pula ucapan Kepala Desa
Kowang yang pada intinya beliau mengatakan bahwasannya di Desa
Kowang terjadi suatu praktck kerjasama sewa-menyewa pada tanah milik
Perhutani yang dilakukan secara diam-diam hanya pihak pemilik
Perhutani dan penyewa tanah saja, mereka tidak pernah memberitahukan
kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun atau minta bantuan kepada
Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk menjadi saksi dalam melaksanakan
akad perjanjian prakick kerjasama sewa tanah khususnya pada tanah
milik Perhutani di Desa Kowang ini, beliau (Kepala Desa) mengetahui
bahwa tanah itu dijadikan praktek kerjasama sewa menyewa dengan
melihat sendiri realita yang ada, artinya tanah yang asal mulanya tidak

dikelola lantas kemudian dikelola.
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Wawancara tersebut baik wawancara dengan Kepala Desa, Kepala
Dusun dan pemilik lahan tanah garapan, penggarap tanah dan masyarakat
setempat tentang pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil lahan tanah
garapan adalah dilakukan secara lisan saja tanpa mengikut sertakan
aparat desa sebagai saksi.”

Pada dasarnya masyarakat yang menyewa tanah datang langsung
ke kantor pihak Perhutani untuk menyewa tanah dan dicatat oleh pihak
Perhutani.

Pembayaran Harga Sewa.

Pembayaran harga sewa dilakukan olch penyewa pada saat
dilakukan akad sewa-menyewa tanah tersebut, kisaran harga sewa adalah
Rp. 4000.000 per-tahun, dengan luas tanah 4x5 meter persegi dengan
biaya dibayar dimuka.

Pembayaran sewa ini dilakukan olach penyewa dan dicatat oleh
pihak Perhutani sebagai bukti bahwa penyewa telah membayar biaya
sewa dan berhak untuk memanfaatkan tanah yang disewanya selama
setahun.

Pelaksanaan dan pemanfaatan tanah yang disewakan
Data yang diperoleh peniliti dilapangan bahwa pemanfaatan tanah

yang disewakan banyak mengalami kendala. Seperti yang telah dijelaskan

2 Hasil Wawancara dengan Bpk. Yusuf Spd. Kepala Desa Kowang.. t gl 1 januari 2011, jam

11.00 WIB
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diatas. Meskipun dalam teori atau ketentuan yang dijelaskan oleh pihak
Perhutani sesuai dengan ajaran Islam, namun kenyataan di lapangan
mengemukakan hal lain. —

Pada wawancara yang dilakukan olch peneliti, banyak penyewa
tanah yang mengeluhkan pemanafaatan tanah yang disewakan, mulai dari
akad sewa yang yang dilaksanakan dan dicatat oleh pihak Perhutani,
sebagai bukti akan keabsahan untuk memanfaatkan tanah yang disewa
olch penyewa. Pembayaran harga sewa dilakukan oleh penycwa pada saat
dilakukan akad sewa-menyewa tanah tersebut, kisaran harga sewa adalah
Rp. 4000.000 per-tahun, dengan luas tanah 4x5 meter persegi dengan
biaya dibayar dimuka. Akan tctapi setelah akad dilakukan dan tanah
sudah digarap dan dimanfaatkan, pihak Perhutani memberikan syarat
kepada penyewa untuk memberikan pembagian hasil kepada pihak
Perhutani dengan kisaran dengan bagian Rp. 5.000 per-1000 buah batu
kumbung yang terjual, meskipun perhari penyewa mampu menghasilkan
10.000 per-hari, akan tetapi hal ini dirasakan memberatkan bagi para
penyewa.Banyak penggarap lahan/penyewa memanfaatkan lahan secara
berkelompok.

Permasalahan lain yang muncul adalah obyek barang yang
disewakan, tanah yang dalam perjanjian awal dimanfaatkan seclama

setahun, akan tetapi dalam kondisinya tanah tersebut tidak sampai
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setahun sudah tidak dapat diambil manfaatnya atau tidak menghasilkan
batu yang berkualitas.

Selain itu juga jika penggalian sudah sampai sampi kedalaman 4-
5 meter dapat mengakibatkan lonsor, dan itu akan membahayakan jiwa
penambang yaitu pihak penyewa tanah’.

Pada dasarnya para penyewa tanah ini melakukan praktek sewa-
menyewa tanah milik Perhutani karena untuk mementuhi kebutuhan hidup
mereka. Banyaknya masyarakat yang ingin menyewa tanah tersebut dan
memanfaatkanya maka pihak Perhutani scbagai pemilik tanah
menyewakan tanah terscbut kepada masyarakat yang tinggal dan

menetap didesa sebagai mata pencaharian.

4 Hasil wawancara dengan bpk. Sumino, penyewa tanah. Tgl 3 Januari 2011, jam 14.00 WIB



BAB IV

ANALISIS TERHADAP KETENTUAN DAN PELAKSANAAN
SEWA-MENYEWA TANAH MILIK PERHUTANI
DI DESA KOWANG KECAMATAN SEMANDING
KABUPATEN TUBAN

Pada bab IIl di depan telah penulis paparkan tentang ketentuan dan
pelaksanaan sewa menyewa tanah milik Perhutani, maka di bawah ini adalah analisis
penulis.

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Sewa-menyewa Tanah Milik

Perhutani

Dalam ketentuan sewa-menyewa tanah milik Perhutani pada bab III
dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah yang dikuasai oleh negara dapat dimanfaatkan dan dialihkan kepada
pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.

2. Pihak Perhutani sebagai pejabat yang berwenang atas pengolahan atau
perjanjian sewa-menyewa tanah yang asal tidak bertentangan dengan jiwa
dan ketentuan undang-undang.

3. Jika ada perjanjian pengolahan tanah dan sewa-menyewa tanah tersebut
dapat membayar sewa diawal perjanjian yang disebutkan.

4. Perjanjian sewa tanah serta pemanfaatanya di awasi oleh pihak yang
berwenang.

5. Jangka waktu pemanfaatan pengolahan tanah dilakukan selama perjanjian

yang disebutkan.
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6. Perjanjian dapat perpanjang jika batas waktu dalam perjanjian awal telah
habis.

7. Kisaran harga sewa ditentukan oleh pihak yang berwenang yaitu pihak
Perhutani.

Merujuk dari kenyataan yang ada bahwa pada garis besarnya bila
dianalisis dari ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Perhutani, maka perjanjian
akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak
yang melakukan akad perjanjian telah memenuhi persyaratan yang ada dan sesuai
dengan hukum Islam. Seperti telah dijelaskan dalam hadist :

s 5 5 5 0% 1 ) &gyl G & JoM
Artinya : “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang
menunjukkan keharamann ya”l

Dalam hadist terbut di jelakan bahwa hokum asal dalam bermuamalah
adalah boleh dalam artian selagi tidak ada dalil yang melarang (mengharamkan)
terhadap transaksi tersebut.

Karena tujuan dari bermuamalah tersebut adalah tolong-menolong antar

sesama, untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Sebagaimana yang

dianjurkan oleh Allah dalam al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 2:

! A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih. 10
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d’_ .29 e e
ST B
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa”(QS. Al-Ma’idah : 2)°.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-menyewa Tanah Milik
Perhutani
1. Analisis dari segi akad perjanjian.

Pada hakekatnya figih muamalah dalam Islam adalah merealisir
kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan duniawi, melenyapkan
segala kesulitan dan untuk mencegah dari semua perbuatan yang batal dan
yang haram. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk
mengadakan perjanjian dengan tiap masyarakat untuk melaksanakan bentuk
untuk sistem tertentu. Hal ini dalam ajaran Islam mencakup segala aspek
kehidupan manusia untuk melakukan akad perjanjian sesuai dengan adat
istiadat manusia dimana saja berada, baik yang berlaku dimasa sckarang
maupun yang berlaku dimasa pembentukan hukum Islam.

Agar jjarah dapat terlaksana, barang harus dimiliki oleh akid atau
memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ah/iah). Dengan demikian Jjarah al-
fudul (Ijarah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau tidak

diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadi dasar fjarah.

2 Depag Rl, Al-Qur’an dan Terjemahannys. 106.
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Al-Qur'an sebagai dasar hukum tertinggi telah memberikan suatu
aturan tentang transaksi atau bermu’amalah, sebagaimana telah dijelaskan

dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat: '

25300 1351 lers ol Gfl
Artinya : " Haj orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 3

Dalam ayat yang telah dijelaskan bahwa apabila seseorang (orang
muslim) telah melakukan suatu akad perjanjian, maka diperintahkan untuk
memenuhinya, baik itu janji prasetya hamba Allah ataupun perjanjian
manusia dalam pergaulan sesamanya dalam bermu’amalah.

Berdasarkan uraian tersebut maka cara melakukan akad sewa-
menyewa tanah milik Perhutani di Desa Kowang tidaklah menyimpang dari
prinsip dan dasar hukum Islam.

Akan tetapi adanya syarat-syrat yang dicantumkan dalam akad sewa
yaitu adanya sistem pembagian hasil yang ditentukan oleh pihak Perhutani
setelah pembayaran sewa yang dilakukan di awal perjanjian, maka akad
sewa-menyewa tersebut dapat menjadi batal. Karena hal ini tidak sesuai

dengan syari’at Islam.

3 Departemen Agama R1, A/-Qur'an Dan Terjemahan, . 155
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Dalam hadist Nabi yang diriwayatkan Tarmidzi juga dijelaskan,

°

P s %L F Jia G # S o 2% o4, . 2187

G 6 £ B ) g

Artinya : "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syaral

mercka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan di
antara sesama manusia dalam hal apapun termasuk dalam bermuamalah,
kecuali perdamaian yang mengikatl syarat-syarat yang mengharamkan yang
halal dan menghalalkan yang haram.

Dalam larangan tersebut berlaku apabila scwa-menycwa tersebut
mengandung syarat-syarat yang tidak jelas atau dapat menjurus kepada
gharar (ketidak jelasan). Misalnya si pemilik memungut hasil bagian-bagian
tertentu untuk dirinya atau mengambil jeraminya (rerumputannya).

. Analisis terhadap subyek atau kedua orang yang melakukan perjanjian sewa-
menyewa

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan bahwa kedua

orang yang berakad (A/- Muta’aqqidain) dalam pelaksanaan sewa-menyewa

tanah milik Perhutani pada dasarnya suda sesuai dengan syarial islam.

¢ Husein Bahreisy, Hadits Shahih Bukhori, Himpunan hadist pilihan. 170
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Karena pihak Perhutani sebagai pemilik dan penguasa atas tanah telah
merelakan tanah tersebut untuk dimanfaatkan oleh pihak penyewa.
Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa’ ayat 29
) - E_% ) 3 .. Lo K. 22 3: T s R 1P
=555 ol ¥ Jed(y el K501 3l Y gals Zadl WA

},o '

5 z ,,,’ - /6 >
@) Lo - J ‘wd} MH}L‘UY) Vg"‘LJ’a‘J"up°J‘4

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
pemniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu”

Selain itu, baik pihak yang menyewakan dan penyewa dalam
melakukan akad Jjarah sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna,
sehingga segala perbuatanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Merujuk dari kenyataan yang ada bahwa pada garis besarnya bila
dianalisis dari segi subyek, maka perjanjian akad tersebut tidak bertentangan
dengan hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan akad
perjanjian telah memenuhi persyaratan yang ada dan sesuai dengan hukum

Islam.

5 Departemen Agama Rl, Al-Qur'an dan T erjemah,. 150
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3. Analisis terhadap Obyek atau benda yang disewakan.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pentingnya arti tanah
bagi masyarakat desa, maka bagi yang tidak memiliki tanah sendiri ikut serta
menyewa tanah milik Perhutani untuk dimanfaatkan. Adanya kesempatan
bagi kedua belah pihak, baik pihak Perhutani yang menyewakan dan
masyarakat sebagai penyewa, dalam prinsip perdagangan dan perjanjian telah
ditetapkan antara lain ;

a) Harus ada persetujuan kedua belah pihak.

b) Semua pihak yang bersangkutan harus melaksanakan perjanjian yang
telah diterima.

¢) Larangan riba.

d) Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan.

e) Tidak boleh merugikan dirinya atau orang lain.

Para Fugaha’ berpendapat bahwa tentang larangan persewaan tanah,
baik untuk pertanian, pertambangan, dan bangunan, adalah lantaran tanah
tersebut adanya kesamaran didalamnya, demikian itu karena dimungkinkan
tanah tersebut akan tertimpa bencana. Akibatnya si penyewa harus
membayar sewa tanahnya tanpa memperoleh manfaat dari yang

menyewakan.6

¢ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Apalisa para mujtahid. (Semarang, Assyifa). 199
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Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, bila analisis dari segi
obyek sewa, maka perjanjian akad ljarah ini bertentangan dengan hukum
islam karena dalam prakteknya persewaan tanah milik Perhutani
mengandung kesamaran, diantaranya yaitu ketidakjelasan, berapa lama obyek
sewa dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa, karena jika kedalaman tanah
mencapai 4 meter dari permukaaan tanah maka tanah tidak dapat
dimanfaatkan, dan batu yang dihasilkan juga tidak mempunyai kualitas baik,
selain itu jika kedalaman hampir mencapai 4 meter maka tanah yang
dimanfaatkan akan mudah lonsor, schingga penyewa harus mengakhiri
pemanfaatan lahan tanpa mendapatkan banyak kcuntungan.

Dalam rukun dan syarat sah scwa-menyewapun telah dijelaskan

bahwa objek a/-Ijarah harus scsuatu yang dihalalkan oleh syara’ dan manfaat

barang (obyek) dalam hak yang mubah bukan keharaman (larangan).7

Dari pernyataan di atas, maka sudah jelas bahwa objek dari persewaan
tanah milik Perhutani di desa kowang tidak sesuai dengan syariat islam.
Karena adanya kesamaran berapa lama tanah tersebut mampu dimanfaatkan
oleh pihak penyewa.

Ada suatu bentuk yang sudah biasa berlaku di zaman Nabi, tetapi

oleh beliau dilarangnya karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran

7 Choiruman Pasaribu * Hukum Perjanjisn Dalam Islan” (Jakarta, Sinar grafika), 54
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yang berakibat kepada persengketaan, dan bertentangan dengan jiwa keadilan
yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh lapangan.

Rasulullah SAW melihat, bahwa apa yang disebut keadilan, yaitu
kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak.
Tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-
kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam
keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil,
sedang di lain pihak menderita kerugian besar. Dan kadang-kadang pula,
suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa, schingga
dengan demikian dia sama sekali tidak mendapat apa-apa, sedang di lain
memonopoli hasil.

Oleh karena itu, seharusnya masing-masing pihak mengambil
bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui
bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut
merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat
sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-
duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua

belah pihak.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya
mengenai ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah milik Perhutani di
desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, antara pihak Perhutani
yang menyewakan tanah dan penggarap yang sebagai penyewa tanah maka
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Ketentuan dan pelaksanaan sewa-menyewa tanah milik Perhutani di Desa
Kowang sudah berlangsung lama, ketentuan yang diterapkan Perhutani yaitu:
a. Bahwa ketentuan sewa-menyewa tanah milik Perhutani ini telah
ditentukan oleh pihak Perhutani yang menyatakan bahwa tanah yang
dimaksud atau dipersewakan adalah tanah milik negara yang yang
dialihkan oleh pejabat yang diberi wewenang scbagai hak tanah, maka
hak sewa memberi wewenang untuk mempérgunakan tanah dalam hal ini
tanah milik negara, dan pihak penyewa wajib membayar scwa.
b. Ketentuan dari akad sewa yang yang dilaksanakan dan dicatat oleh pihak
Perhutani, sebagai bukti akan keabsahan untuk memanfaatkan tanah yang
disewa oleh penyewa. Pembayaran harga sewa dilakukan oleh penyewa

pada saat dilakukan akad sewa-menyewa tanah tersebut.
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Pemanfaatan obyek sewa dilakukan selama batas waktu yang

diperjanjikan oleh pihak Perhutani maupun pihak penyewa.

2. Dalam analisis hukum Islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan sewa-

menyewa tanah milik Perhutani, menyimpulkan bahwa :

a.

B. Saran

Akad yang dilakukan dapat dikatakan batal, karena adanya syarat
pembagian hasil setelah adanya pembayaran sewa yang dilakukan di awal
perjanjian. Dalam larangan tersecbut berlaku apabila scwa-menyewa
tersebut mengandung syarat-syarat yang tidak jelas atau dapat menjurus
kepada garar (ketidak jelasan).

Selain hal itu yang menjadi objek dari perscwaan tanah milik Perhutani di
Desa Kowang tidak sesuai dengan syariat islam. Karena adanya
kesamaran berapa lama tanah tersebut mampu dimanfaatkan oleh pihak
penyewa. Kesamaran yang dimaksudkan diantaranya yaitu
ketidakjelasan, berapa lama obyek sewa dapat dimanfaatkan oleh pihak
penyewa, schingga penyewa harus mengakhiri pemanfaatan lahan tanpa

mendapatkan banyak keuntungan.

Dari penulis skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu,

Semoga dalam penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan dari

penelitian ini. Dan seharusnya ketentuan dan pelaksanaan sewa-menyewa tanah
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milik Perhutani di Desa Kowang antara pemilik tanah dan penycwa tanah di

Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban scharusya :

1.

Dalam praktek sewa-menyewa di pedesaan antara pemilik tanah yaitu pihak
Perhutani dan penyewa tanah seharusnya berusaha mencari kehidupan dunia
berdasarkan ketentuan syariat yang berlaku, serta lebih mengedepankan atau
menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial,
supaya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan

Khususnya penulis sendiri dan masyarakat sckitar untuk berusaha mencari
kehidupan dunia berdasarkan ketentuan syariat yang berlaku, serta lebih
mengedepankan atau menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan
kepentingan sosial. Agar hal ini dijadikan pertimbangan ulang untuk
merubah kebiasaan yang tidak benar. Serta lebih mengedepankan aspek
kemanusiaan berupa keadilan dan tolong menolong antar sesama.

Dan dari studi kasus diatas hendaknya bagi peneliti selanjutnya mengenai
sewa-menyewa dalam bentuk apapun diharapkan lebih baik dari penelitian

ini,
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